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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji bagaimana pembangunan partisipatif digunakan untuk 

mendorong pembangunan desa di Desa Sumberejo. Dalam rangka memberdayakan 

masyarakat dalam menentukan kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok 

masyarakat sebagai dasar perencanaan pembangunan, maka lahirlah gagasan 

pembangunan partisipatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode 

yang digunakan dalam mendorong pembangunan partisipatif di Desa Sumberejo, 

serta unsur-unsur yang memfasilitasi dan menghambat penggunaannya. penelitian 

ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif 

analitik. Data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber data, dengan 

menggunakan purposive sampling untuk memilih informan yang relevan. Metode 

pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian 

data, dan validitas data. Dengan menggunakan metode dan teknik ini, peneliti dapat 

memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan partisipatif dalam 

mendorong proses pembangunan desa di Desa Sumberejo sudah berjalan dengan 

baik. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan informan yang menunjukkan 

adanya partisipasi masyarakat dan pelibatan mereka dalam perencanaan 

pembangunan desa. Faktor-faktor yang menghambat pembangunan partisipatif 

antara lain adalah partisipasi dalam perencanaan yang masih terbatas, keterbatasan 

dana, dan faktor-faktor pendukungnya antara lain adalah transparansi pemerintah 

desa, keterlibatan masyarakat, dan partisipasi masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Bangsa indonesia ialah negara yang memiliki visi misi yang mulia, hal 

didasarkan pada UUD 1945. Yang berbunyi “untuk melindungi segenap Bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Tanpa mendorong 

sumber daya manusia yang unggul untuk membantu pertumbuhan lokal dan 

nasional, hal ini tidak dapat tercapai. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

kesehatan, dan pendidikan tinggi yang didukung oleh kerjasama pemerintah dan 

masyarakat yang efektif dan efisien dapat dianggap sebagai indikator keberhasilan 

pembangunan nasional. (Taqiuddin, 2021). 

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan 

yang demokratis. Hal ini benar karena keterlibatan masyarakat sangat erat 

kaitannya dengan demokrasi, yang menekankan kedaulatan rakyat. Keterlibatan 

dalam masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk keterlibatan 

aktif dalam upaya legislatif atau dukungan finansial, intelektual, emosional, dan 

moral untuk perumusan kebijakan publik. Meskipun demikian, kuantitas peserta 

seringkali menjadi satu-satunya ukuran yang digunakan untuk menilai keterlibatan 

masyarakat. Akses masyarakat terhadap informasi sangat berkaitan dengan 

keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat belum diformalkan sebagai 

praktik rutin, khususnya dalam pengambilan keputusan. Saat ini keterlibatan 
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masyarakat hanya diperbolehkan dalam pelaksanaan program pemerintah. Pada 

kenyataannya, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam semua tahap 

penyelesaian, termasuk penjadwalan dan pengambilan keputusan (Laksana, 2013). 

Gagasan pembangunan aktif mengacu pada cara masyarakat berpartisipasi 

dalam menentukan kebutuhannya sendiri atau serangkaian kebutuhan sebagai 

landasan proses perencanaan pembangunan. Pertumbuhan dan pembangunan desa 

juga adalah salah satu jenis bidang integral dari pembangunan daerah dan nasional 

yang diukur dari segi keterlibatan ataupun kontribusi masyarakat. Keterlibatan 

dalam masyarakat mengandung prakarsa, gotong royong, dan kerja sama yang 

merupakan salah satu aktivitas yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. 

Swadaya dan kolaborasi timbal balik ditandai dengan keterampilan dengan kerabat, 

sedangkan inisiatif menunjukkan motivasi dan keinginan. Oleh karena itu, hal 

tersebut harus ditata dengan baik (Deswimar, 2014).  

Peningkatan kapasitas aparat pemerintahan daerah serta organisasi masyarakat 

sipil sangat penting dalam mendukung pelaksanaan manajemen pembangunan 

daerah. Dengan meningkatkan kapasitas mereka, mereka dapat berperan dengan 

baik dalam kegiatan demokrasi dan pembangunan yang komprehensif. 

Dalam periode pemerintahan yang terdesentralisasi ini, pembangunan harus 

memberikan penekanan yang lebih besar pada peningkatan tenaga kerja sehingga 

masyarakat juga dapat memanfaatkan serta pengelolaan SDM  dengan jangka 

panjang dan memberikan layanan yang dibutuhkan masyarakat. Keterlibatan 

langsung masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan ini dan harus diperkuat 

serta dipromosikan. Keterlibatan masyarakat harus diwujudkan secara nyata 
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melalui berbagai inisiatif dan perumusan kebijakan pembangunan, bukan sekadar 

retorika kosong. Keberhasilan jangka panjang pemerintah bergantung pada minat, 

keterlibatan, dan dukungan masyarakat serta kepuasan masyarakat terhadap 

layanan yang ditawarkan. Masyarakat yang memiliki akses terhadap informasi 

akurat yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pemerintah 

diperlukan agar demokrasi dapat berjalan secara efektif. Keterlibatan penuh seluruh 

pelaku pembangunan daerah sangat penting, mulai dari perencanaan hingga 

evaluasi dan pengawasan. Pemerintah hanya dapat mewujudkan sistem pengelolaan 

pembangunan daerah yang terpadu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dengan mengintegrasikan semua pihak dan menjunjung tinggi keterbukaan dalam 

seluruh proses pembangunan. (Lubis, 2009).  

Tujuan pembangunan satu-satunya adalah menghasilkan masyarakat yang 

adil, makmur, dan sejahtera. Pada saat semua masyarakat dalam suatu negara 

mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat berkembang dan mengambil 

manfaat dari hal tersebut, maka kemajuan akan berhasil. Hal ini juga menjadi sangat 

penting juga untuk fokus pada isu-isu seperti keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi 

berkelanjutan, dan kesejahteraan individu untuk mencapai tujuan ini. Kita dapat 

membangun masyarakat yang lebih baik bagi kita semua dengan bekerja keras dan 

berkolaborasi (Astuti, 2021). Oleh karena itu, ada beberapa faktor atau unsur yang 

perlu diperhatikan agar pembangunan dapat berjalan efektif. Partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan adalah salah satunya. Dalam hal ini konsep pembangunan 

partisipatif di desa sumberejo perlu untuk diperhatikan atau diteliti karena terdapat 

ketimpangan dalam konsep pembangunan yang melibatkan rakyat secara langsung, 
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permasalahan yang ditemui dari peneliti dalam observasi awal didapatkan bahwa 

masyarakat hanya dijadikan sebagai objek dari pembangunan. Adapun masyarakat 

yang terlibat dalam pembangunan hanya segelintir orang yakni mereka yang 

tergabung dalam pemerintahan desa dan tokoh masyarakat yang dianggap penting 

di lingkungan desa sumberejo. 

Melibatkan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan sangat penting. 

Pihak yang mengetahui masalah-masalah yang dibutuhkan di suatu wilayah desa 

adalah masyarakat setempat. Dengan melibatkan mereka, pembangunan dapat 

dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain itu, partisipasi 

masyarakat juga akan memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara efektif 

dan efisien. Terakhir, melibatkan masyarakat dalam evaluasi pembangunan akan 

memastikan bahwa pembangunan tersebut berhasil dan sesuai dengan kebutuhan 

yang sebenarnya. (Kaawoan, 2020).  

Melihat kondisi dan fenomena sosial tersebut penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih dalam dengan judul “Implementasi Pembangunan 

Partisipatif Dalam Mendorong Proses Pembangunan Desa di Desa 

Sumberejo“ 

1.2.  Rumusan Masalah  

1. Bagaimana implementasi pembangunan partisipatif dalam mendorong 

proses pembangunan desa di desa Sumberejo? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi pembangunan 

partisipatif dalam mendorong proses pembangunan desa di desa 

Sumberejo? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui implementasi pembangunan partisipatif dalam 

mendorong proses pembangunan desa di desa Sumberejo 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi 

pembangunan partisipatif dalam mendorong proses pembangunan desa di 

desa Sumberejo. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis  

Secara teoritis, sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi kemajuan ilmu 

pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan pembangunan 

partisipatif untuk mendukung proses pembangunan pemerintahan di Desa 

Sumberejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 

2. Secara Praktis  

Sebagai tolak ukur bagi Pemerintah Desa dalam pembangunan partisipatif 

dalam mendorong proses pembangunan pemerintah di Desa Sumberejo 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 
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